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Hukum Adat.

Lamanya menguasai tanah tidak }nengakibatkan hilangnya hak milik
ataupun hak menggarap dari pada orang lain.

Putusan Mahkamah Agung tgl.6-9-1976 No 531 K/Sip/1975.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH - AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi teish menjatuhkan puiusan sebagal  berikut
datam perkara Co

Baan Tandiseru, tinggal dikampung Tikals kecamatan Rantwepao kabupa-

ten Tanzh Toraja penggugat untuk kesasi dahulu tergueat pembending
melawsn

w.Papajungan, tinggal di kampung Barana, kecamatan Rantepao, kabu-

paten Tana Toraja bertindak uatuk diri sendiri dan juga sebagai kuasa

dari Marie Papajungon berdasar surat kuasa tertanggsl 18 Oktober 1968,

No.99/T/AJ1968 tergugat dslam kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat, suratsurat yang bersangkutan ;.. -

Menimbang, bahwa dari suratsurat ersebut temyata bahwa sekarang ler- -
gugat dalam kasasi sebagai penggugatasli telsh menggugat sekarang penggugat
untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale
pada pokoknya atas dalil-dalil & - BEL At

bahwa penggugat asli mempunyal hak ates % sawah To'Salu, 14% ekor ker-
bau dari sawah To'Salu bersama hasilnya selams 20 tzhun/dari 1949 s/d 1968;

bahwa sdapun sawsh % To'Salu adalsh bahagian penggugat asli berdasarkan
pembagian bude! almarhum Lai Kalua tanggal 3 Oktober 1947, sedang me-
ngenai 14% ekor kerbau ialah dimana tergugat asli tidak dapat memenuhi
pengakuannya dalam pesta mati almsrhum Lai Kalua, sehingga kerbau penggu-
gat asli yang dipotong atas nama tergupat asli ;

bahwa dissmping itu tergugat asli manh belum memberikan seluruh hasil
panen sawsh terperkara kepada penggugat asli yaitu sebanyak 4000 ikat padi; -

bahwa penggugat asli telah berusaha untuk menyelessikan persoalan ini
sccara damai tetapd tak berhasfl 3~ - : .

bahwa berdasarkan halhal tersebut - diatas maka penggugat asli menuntut
kepada Pengadilan Negeri Makale supaya‘memberi keputusan sebagai berikut:

. menghukum tergugat mengosongkan ‘danmengembalikan kepada penggust
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% dan sebehagian yang scharga 14% ekor kerbau sawah To‘Salu ; .

2. menghukum tergugat membayar hasil % dan sebshagian 14% ekor kerbau
sawah tersebut selama 20 tahunjdari -tahun 1549 s/d 1968 sebanyak 4000 i-
ket padi tlap tahun (20 x 4000 ikat padi » 80000 ikat padi) kepada penggugat;

3. menghukum tergugat membayar biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan fersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambﬂ
keputusan, yaitu keputusannya tanggal 24 Maret 1969 No.20/1969/Mkl., yang
amarnya berbunyi sebagai berkut :

Mengabulkan gugatan penggugat sekedar mengenai ‘dan dcngan ketentuan
sebagal "berikut :

menghukum tergugat untuk mengosongkan dan mengembahka.n Y% bahagian
sawah To'Salu terperkara kepada penggugat ;

menyatakan bahwa ¥ bahagian sawah To'Salu terperkara adalah milik peng
gugat ;

menghukum tergugat mengembalikan hasil sawah sebanyak 20000 ikatpa.
di kepada penggugat -

menolak gugalan penggugata selebxhnya s

menghukum pula tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.4.750;;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permolionan tergugat telah
dibatalkan oleh Pengsdilan Tinggi Maskesar dengan. keputusaanya. tanggal 18
Juni ‘1971 No. 256/1969/PT/Ptd. -yang amarnyz berbunyi sebagai berikut :

menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding ;

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 24 Maret 1969
No0.20/1969/MKI. mengenai tuntutan:sebagian sawah To‘Saly seharga 14% ekor
kerbau dan hasil sawah sengketa ;- - o

Dan mengadili sekali lagi : .

menyatakan gugatan penggusat-terbandmg t,cntang sebagian sawah To'Salu

seharga 14% ekor kerbau dan hasil sawah .sengksta tidak dapat .diterima ;

mcnghuknm kedua belah pnhak untuk. membayar biaya perkara ini masing-
masing untuk separoh bagian, baik dalam tingkst pertama maupun dalam ting-
kat banding, yang dalam tingkat bandmg ini jumlahnya Rp.111, (seratus sebe-
las rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan temkhir lrd dxbcntahukan kepada tergugat pem.
banding pada tanggal 8 Oktober 1971 kemudian tethadapnys oieh tergugat
pembanding diajukan permohonan. untuk -pemeriksaan kasasi secara lisan pada
tanggal '§7 Nopember -197]1 sebagaimsna ternyata darl surat keterangan yang
dibuat oleh Panitesa Pengadilan Negerl Makale permohonan mana kemudiand
susul ‘oleh memori slasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Ne-
gerd tersebut pada tanggal 29 Nopember 1971.;- .

bahwa setelah itu oleh penggugat {erbanding yang pada tanggal 18 Januard
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1977 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat pembanding diajulan
jawaban memori kasasi yang diterima cikepaniteraan Pengadilen Negeri Makel
pada tanggal 28 Januari 1972 ;. '

~ Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan ‘berlakunya Undangundang No.
i4 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaen Kehakiman,
yang teleh mencabut Undangundang No.19 tshun 1964 tentang Ketentuan-
 kelentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasa-
si seperti yang dimaksudken dalam pasal 49 (4) Undangundang No.13 tahun
1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk
menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ; :
bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun
1970, maka pasal 70 Undangundang No.13 tahun 1965 harus ditafsitkan se-
demikian rupa sehingga yang dinyatakan “tidak berlaku itu bukarn Undang-
“undang No.l tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal- -
hal vang telgh diatur dalam Undangundang No.13 tahun 1965 kecuali kalau
bartentangan’ dengan Undangundang No.14 tahun 1970;

Laltwa oengan demilkian, maka yang berleku sehagai hukwm acara Lasasi
adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950,
cakedar Hidak bertentangan dengan Undangundang No.14 tahun 1970; _

“onirmbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang
welah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajuksndalam teng-
gang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang
maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disjukan oleh penggugat unmuk
kosasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah ;

|. bahwa gugatan tergugat dalam kasasl/penggugat asal tidak memenuhi
syarat yang menguasal dan bertanggung jawab atas % bahagian sawsh To'Salu
% bahagian dan 14% ekor kerbau adalah penggugat untuk kasasi/tergugat
asal bersama S orang saudara-saudaranya’ sedang datam hal ini hanya tergu-
gat asal yang digugat : Yo .

3. bahwa dalam putusan Mshkamah Agung tanggal 25 Juli 1964 No.34 K/
Sip/1964 yang telah dieksekusi yaitu % bahagian sawah sengkets uatuk ter-
gugat dalam kasasi % bahagian lag untuk penggugat untuk kasasi ;

3. bahwa sawsh To'Salu adalah hamjasal penggugat untuk kasasiftergugat
asal yaitu hak milik Ne Tangdiseru ayah tergugat asal, yang terakhir dikuasai
Lai Kalva seudara sepupn Ne Tangdiseru dan setelsh Lai Kalus meninggal
dunia tanpa keturunan mska sawah kembsl dikuaszi oleh penggugat untuk
kasasi dan saudara.ssudaranya menurut hukum adat Toraja; .

4, bahwa entara gugatan tergugat dalam- Kasesi sckarang dengan gugatan
yang dulu terdapat kontradikd .

5. bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah keliru karena terdapatnya prin.
sip- ne bis in idem, sebab yang digugat tergugat dalam kasasi adalah sawah
bahagian yang penggugat untuk kasasi kuasal dan telah diputus oleh Mahks '
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mah Agung ;

6. bshwa pembahagian comite 7 tidak dapat digunakan sebagai bukti yang
syazh, sebab tidak ditanda tangani oleh semua anggauta jadi tidak dibenarkan
diakui oleh sebahagian besar ahli waris Lai Kaluz den disamping itu tak ada
surat kuasa dari semua ahli waris almarhum Lai Kalua kepada comite 7 ;

7. bahwa alat bukti tesgugat dalsm kasasi tidak sysh karena tidak dikuatkan
dengan keterangan saksi ; '

8. bahwa sawah To'Salu sejak tahun 1947 telah dikuasai oleh penggugat
untuk kasasi dan ssudars-saudaranys dimana tidak ada ganggugan selama 25
tahun dari tergugat dalam kasasi ;

Menimbang;

mengenal keberatan ad, 2 .

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makas-
sar tidak salsh menerapkan hukum ; : '

mengenai keberatan ad. 2 dan 6 : -

bahwa keboratan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena menge-
nai penilaian hasil perbuktian yang bersifat penghargaan ieatang suatu kenya-
taan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat
kasasi karena pemeriksaan dalam- tingkat kasasi hsnya berkenaan dengan tidak
dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 18 Undangundang Mahkamah Agung ladonseia {Undang-
undagg No.l tahun 1950C) ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarken ksrena hal itu tidak me.

ngenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini ;
' mengenai keberstan ad. 4, § dan 7 :

bahwa keberatankeberstan ini pula tidak dapat dibenarkan karena Pengadil
an Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-kebe-
ratan itu pada hakekatnya berkensan dengan penilaian hasil pembuktian dan
seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ;

mengenai keberatan aod. 8 :

bahwa demikian pula keberatan ini tidak dapat dibenarkan karens lamanya
mengusahai. tangh tidak mengakibatkan hilangnya hak menggarap dan tidak
mengakibatkan hilangnya hak milik orang lain atas tangh ite ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula
dari sebab tidak ternyatz bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam
perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang maka per-
mohonan kasssi yang disjukan olh penggugat untuk kasasi Baan Tandiseru
tersebut harus ditolak ; o i

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.i4 tahun 1970 Undang-undang
No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.l tahun 1950 ;
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MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari pemggugat untuk kasasi Baan Tandiseru
tersebut | :

Menghukum penggugat untuk kasasi aksn membayer hiaya perkara dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp205. (dua ratus lime rupiah);

Demikianiah diputuskan dalam eapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Senin targgal 6 September 1976 dengen BRM Msnindyopoetro Sos-
roprancto S.H. Hakim Agung yang ditunjuk okh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Sidang, R.Seldiman Wirjatmo S.H. dan D.H.Lumbasnendis SH,
sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada har
Rabu, tanggal 6 Oktober 1976 olch Ketua Sidang tersebut, denpan dihadid
oleh R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. danPalt Radjs Siregar SH.,
Hakim-hakim-Anggouta, dan T.S.Aslamijah Soeleeman S.H., Panitera-Pengganti,
dengan tidak dihadid oleh kedua belah pihak.




